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KOIUISI PEMILIHAN I]MUM

KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 46lKpts/KPU-KaH)12329367nO$

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasd

65 ayat (3), Pasal 66 ayat (8) dan Pasal 72 ayat (3) Undang

Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan Peraturil

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 201{

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjafi

Undang-Undang sebagaimana diubatr dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa untuk melaksanakan kententuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanyc

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakd

dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputur

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedot
Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupal h
Wakit Bupati Blora Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor l0 Tatrun 1950 Ht
Pembentukan Provinsi Jawa Tengatr (Himpunan Hffi
Peraturan Negara Tatrun 1950);

Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 q
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ttHn
Propinsi Jawa Tengatr (Lembaran Negara Repub*ffi
Tatrun 1950 Nomor 42);

b

c.

I

2.

!

L
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partd Bget
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang l.Ifira2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia TI
20ll Nomor 8, Tambatran Lembaran Negara Rq#t
IndonesiaNomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbulf
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonli
Tahun 2008 Nomor 61);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentq
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Nego

Republik Indonesia Tatrun 2011 Nomor 101, Tambab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentq
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Tahun 2014 Nom
244,Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undar3

Nomor 9 Tatrun 2015 (Lembaran Negara Tatrun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2Ol4 Tentang Pemilihan Guberntu, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tatrun 2015 Nomor 23, Tambaha

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)

sebagaimana telatr diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab
2Ol5 Nomor 57, Tanrbahan Lembaran Negara Reput&

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005 tcfr8
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rglf|}
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lAh
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Trha-flls
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan G$qdil
Wakil Gubennu, Bupati dan Wakil Bupati serta \tdfliltr
Wakil Walikota;

\

F
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10. Peratun::l .riomisi ^Demlliha:r Un'.tn Nomor 05 Tcbf if
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan UmunU fitfll
Pemiiiiran iimum Provinsi cian Komisi Pemiiiiun {illr
Kabupaten Blor4 sebagaimana telah diubah terakhir d{rt
Peraruran Komisi Pemiiiiran iimum iriomor 0i Tahun 201Q,

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun f
renang Susunan Organisasi Sei<reuriat ienderai KolI
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan {Jry
Provinsi dan Sei:retariat Komisi Pemiiiiran u-mU

Kabupaten/trfuta sebagaimana diubah dengan Peraturr

Komisi Pemiiiiran -uimrrm Nomor 22 Tahrm 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahrm 20tS

tentang Tairapaq Program <ian iadwai PenyeienggarC

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan W*l
Bupati, <iarvaau Waiii<ota <ian W'akii Waiikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015

tentang Kampanye Pemiiiiran Guirernur dan Waidi Guircmrr,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Waiikota.

z.

Keputusan Komisi Pemiiiiran ijmum Kabupaten Biora

Nomor l5lKptVKPU-Itub-O1232936712015 tentang

Penetapan iiari dan Tanggai Pemunguran Suara daiarn

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemiiiiran [imum irabupaten Bicr
Nomor l6lKpts/KPU-Kab-012329367 l20l 5 tentang TahapG,

Program <ian ia<iwai Penyeienggaraan Pemiiiiran Bupari L
Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

riasii R.apat Pieno Komisi Pemiiihan -umum ikbuparen Bhn
tanggal l9 Juni 2015.

I

3
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BUPATI BLORA TAHUN 2015.
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Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan &f1l
dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015 adalah sebagaimana tercfi
dalam Larnpiran I Keputusan ini, yang merupakan bagran [J:.r
tidak terpisahkan dari Keputusan ini; r,. ,r

Jenis Formulir Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bha
Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Larnpiran II keputurf

ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisalrkan dari keputum

ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blora
: 19 Juni 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BLORA

ARIFIN

ttd
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:itIilp

.. ;r!F{ .;ri
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LAIvTll(AN T

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KAB,TIPATEN BLORA
NOMOR 46lKpts/KPU-K8b-01232935'frnll
TENTANG PEDOMAN TETND
PELAKSAI.IA.'rI\ i(AIviPAN-rE DALIM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BI..PATT
l:'t.trKA tAntll\ l,trt)

,' 1, q ,

PEDOI}f A I'.I KAF.f P A NYE

DALAM PEMILIHAN BT]PATI DAN WAKIL BT]PATI BLORA TAIIT]N 2015

BAB i
PENDAHULUAII

A. PENDAHULIJAI{

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 merupakan bAb
tahapan peiaksanaan Pemiiihan Bupati dan Wakii Bupati Biora. Caion Bupati dan 'Wddl

Bupati Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah kabupaten Blora, )u3
ciiiaksanakan oieh pasangan caion <iarvhtau tim peiaksana kampanye dengan cara sotrn,

tertib, dan bersifat edukatif. Dimana setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempata& dI
periakuan yang adii dan setara ciaiam Kampanye

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbtrka, dan dialogis serl

merupakan wujuci ciari penciiriik'an poiitik masyarak'at yang diiaksanakan secara ircrtangguq

jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Pe<ioman Kampanye daiam Pemiiihan Bupati dan Wakii Bupati Biora Tahun 2015

dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

i. Penyeienggara Pemiiihan <iaiam meiaksanakan <ian memfasiiiusi tairapan Kamn5tc

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tatrun 2015 berdasarkan prinsipfir,
terbuka dan diaiogis; ' .i

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati danlatar Tim Karnpanye dalam melak$
Kampanye sesuai dengan Peraturan tentang Kampanyei ' 

,1.

3. Pemantatl Pemerintatr Kabupaten Blora, Kepolisian dan masyarakat dalampaf
Kampanye Pemiiihan Bupati dan Waidi Bupati Biora Tahun 20i5.

B. PENGERTIAN : !

Daiam keputusan ini, acia beircrapa kaiimat yang pengenian dan makry,ft
secara berulang-ulang. Oleh karena itq untuk memperrrudah pemahamannp, *fu
<iiterangkan <iaiam pengenian istiiah sebagai irerikut:

I
UMUM

t
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l. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 selanjurrya disebut 1ry,
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Blora un1tij1;}
Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. -:{*tqn

2. Komisi Pemilihan {Jmum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelryn
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana daa
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugr &t
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diaturddr
undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blor4 selanjutnya disebut KPU Kabupaten, afr
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-rrnd.ng

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilb
Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-r.nh
Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dib*
oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan

6. Panitia Pemtrngutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk ohf,
KPU Ifubupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/keluratran

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembat
penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaxaan pemilihr

umum di seluruh wilayatr Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimakd
dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yaq3

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilih
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Barrdr
Provinsi.

9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Blor4 selanjutnya disebut Panwas Kabufr,
adatah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk meng-
penyelenggarzum Pemilihan di wilayah kabupaten. ..itii ,r,,

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatili.-
panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk l|fr
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

1 1. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum enf[rihl
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan n*tfrf
terakhir. .'rrrr *tl&
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12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasidill;
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakya! Dewan Perwakilan ry3
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat me,trl*i
I (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. ,

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaf.*
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. .il#,

14- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tah6"*
sudah/pernatr kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarka rI;
misi, dan progftm Pasangan Calon dan/atau inforrrasi lainny4 yang bertqij
mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. ,

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama ry
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon ataal;[
Pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke Kpu Kabupaten.

17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon *
menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/ataufb
Kampanye dengan KPU Kabupaten.

18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggry
Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabuprgl
sesuai tingkatannya. ,i

19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yq
memenuhi syarat sebagai Pemilih.

20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, rdrl
dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipq
untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paq;t
Calon tertentg yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Angn
Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, pqn
Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan farpf
yang bertujuan untuk mengajak omng memilih Pasangan Calon tertentu, yang dffi
oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belar$a ffi
dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

22. IJrJran Karrpanye adalah penyarnpaian pesan Karnpanye melalui medi Cnfr
elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, prragal,, fr'
debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan nnffir
atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yry ffid
oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacd. i.

t

[:
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23. Pemberitaan dan Penyiaran Kmpanye adalah penyampaiaa berita arau infry
dilakukan oleh media massa cetah elektronik dan lembaga penyiaran yaog lfif
tulisan, gambar, video arau bentuk lainnya mengenai Pasangan Caloru dan/arautf
Kampanye. rrl u

24. l*mbag;a Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badar.f,;
yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan bdl|tt
memberikan layanan untuk kepentingan m*syarakat- , -*'t

25. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan h
Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau I
televisi. \'-

26. Ilari addah hari kalender.

C. PRINSIPPENYELENGGARAAI\IPEMILU .1I
1. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus ber@l.

a Mandiri "t";

b. Jujur ' ri''l

c. Adil

d. KePastian Hukum rr

e. Tertib

f. KePentingan Umum

g. Keterbukaan '"';

h. ProPorsionalitas

i. Profesionalitas

j. Akuntabilitas ' ''.,

k. Efisiensi ' '"
l. Efektifitasdan :'

m. Aksesibilitas

2. Kampanye diselenggarakan di selunrh wilayah Kabuparen Blora ' ^'trr

3. Pasangan Calon mempunyai halq kes€mpata& dan perlakuan yang adil dan setan ab
r'..(.,l!ltlKampanye.

4. Ikmpanye dilaksanakan berdasarkan prinsip: "- ' lt dx'

a jujur;

b. teduka; dan , ,:*lr
c. dialogis. 'artlEri

5. IGmpanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan wujud dati peodfillf
masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab #15r

6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud ,uda engka 5 dimak-Ij
meningkatkan partisipasi Perrilih dalam Pemilihan.
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D. DASAR HLIKUM ig.s$i#
Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten UcA*

pada : ,, .ir#

l. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tcaj*
(Himpunan Peraturan-PeraturanNegara Tahun 1950); .;;dir"'

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-E
Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Reeubl&,

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); .i#:,

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telatr dill
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indordr
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi hlft
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Uun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tarnbahan Lembrr
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemblu

Negara Tatrun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonet

Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepuHt,

lndonesiaNomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintt

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guberntr, BupI[

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tfu
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5696)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Len$fl
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tarnbatran Lembaran }IoF
Republik Indonesia Nomor 5678); .rr!':'; '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahrm 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ILtl*
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140, Tambahan Ldft
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zt4 Tahun 2015 tentang Pengel*-r
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil B$d rir
Walikota dan Wakil Walikota; I'r;'i*?'*"'

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang TataffflFi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umtrm Provinsi dan Komisi Pemilih lnrp
Kabupaten Blora, sebagaimana telatr diubatr terakhir dengan Per&n,#
PemilihanUmumNomor 01 Tahun 2010:'

r
I
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11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Ot;Ii;i
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umurn, Sekretariat Komisi PemilihatH},
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota sebagaimanadl*

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22Tafun 2008; i r:, .;,'

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, PrryE
dan Jadwal Penyelenggar&ul Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati,*,
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; .i

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilib
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wt8.;

Walikota.

BAB II
PELAKSANAAI\ KAMPAI\IYE

Kampanye dilaksanakan oleh: .r;'

a. KPU Kabupaten; dan

b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. , .

Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1,.

huruf a" dilaksanakan dengan metode: r '

a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; '

b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;

c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; danlatau

d. iklandimediamassacetak danlatatmediamassaelektronik. 'i

Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon danlatau Tim Kampanye sebagaima*'

a. pertemuan terbatas; ',':t.{rt'

b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atat :'..'-r:'

c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan FriE
perundang-undangan- ; )' ii'

Pendanaan Kampanye oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada a{frre*"

difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr.

pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana*
pada angka 3, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. 'hr**ti'rs"

Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye fi-l
dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atr.*

**c*
!.r,sr? ifFEr

J

2.

4.

5

6.

Partai Politik.
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7. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Pollqlt
Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseoftmgan membentuk Tim KamnFfi;
menunjuk Penghubung Pasangan Calon. "i i\

8. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pda aq! 7

didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon. . ..t ,

9. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubr,ng Pasangan Calon sebagaimana dimaksudlt
angka 7 menggunakan formulir Model BCI-KWK untuk disarnpaikan kepada:

a. KPU Kabupaten; ,' '

b. Panwas Kabupaten; '" i

c. Kepolisian Resort Blora; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

10. KPU Kabupaten mengumumkan daftff rurma Tim Kampanye yang telatr didaftartr

sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumunan dan/atau larnan Ktrtl."

Kabupaten.

11. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, bertugas menyusun selurtrh kegia['

tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggarO

Kampanye.

12. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi:

a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU

Kabupaten;

b. menerima Batran Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

13. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye tingkat kabupaten dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan

14. Untuk mendukung penyelenggaraarL Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugr

Kampanye.

15. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 terdiri dari seluruh petugas E
memfasilitasi penyelenggaftum Kampanye. '''"'r

16. Petugas Karnpanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 bertugas:

a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;

b. menyampaikan pemberitatruan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Blora H
penyelenggaftIan Kampanye; dan/atau

c. menyebarkanBatranKampanye l: ;-rrr 't*''

17. Petugas Kampanye bertanggrrng jawab terhadap kelancaran, keamanan dan bh
penyelenggaraan Kampanye ''" tl*[rft"

18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pal lhl'
kepada KPU Kabupaten, I (satu) hari setelatr penetapan Pasangan Calon sa4d aql
paling lambat I (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
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19. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 m{;|f
formulir Model BC2-KWK uatuk disampaikan kepada: is:

a KPU Kabupaten;

b. Panwas Kabupaten; '
c. Kepolisian Resort Blora; dan

20. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat men$
organisasi penyelenggara kegiatan.

21. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah otgmi-
yang ditunjuk Pasangan calon, mencakup organisasi sayap Partai Pottik atau Gahrya

Partai Poiitik.

22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada aneka 2l adalah brb
hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hb
Negara Republik Indonesia.

23. Selain KPU Kabupaten dan Pasangan Caion dan/atau Tim lGmpanye, Kampanye fi
di laksanakan oleh:

a. orzmg-seofimg;

b. relawan.

24. Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a adalah warga Negn

Indonesia yang mempunyai hak memilih'

25. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b adalah pendukung Pasangan Cah

yang menjalankm Fogram-progam Kampanye secara sukarela

26. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relam

sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada KPU Kabupaten I (satu) hali sedt
penetapan Pasangan calon sampai dengan paling lambat I Gatu) hal'i sebch

penyelenggaraan Kampanye.

27. Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud payJa atgka26 menggulb

formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:

a. KPU Kabupaten;

b. Panwas Kabupaten; -'.'-,;\:

c. Kepolisian Resort Blora; dan

d. sebagai arsip Pasangan Calon.

28. tkmpanye dihadiri oleh Peserta Kampanye. .. ir'ilt
29. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 28 adalah Warga Negn 5

yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. r .r,;.ij 1,1
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BAB III
MATERIKAMPAhTYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib merruat visi, misi dan program yang di11
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora

2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I dapat disampaikan secsa h
maupun tertulis kepada masyarakat.

3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Dasl
sesuai perafuran perundang-undangan.

4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka I menjadi dokumen resmi dacrl

apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

5. KPU Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada nnglr I

di papan pengumuman dar/atau laman KPU Kabupaten.

6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka l, harus:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kesadaran hukum;

d. memberikan infomrasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dd
pendidikan politik; dan

e. menjalin komunikasi politik yang s€hat antara Pasangan Calon denean masyaratt

sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dm

bermartabat.

7 . Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka l, disampaikan dengan cara:

a- sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan partas ditampiltar

kepada umum;

b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

c. edukatiflmendidik, yaitu memkrikan inforrnasi yang bemranfaat dan mencerahltf

Pemilih;

d. bijak dar beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau PasF
Calon lain; dan

e. tidak bersifat provokatif.

8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan ,l13 b
diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelnksannr Ll5
Kampanye. o
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BAB IV

METODEKAMPAI{YE

A. DEBAT PUBLIKATAU DEBATTERBUKA

l. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimaaa dimaksud fil
Bab II angka 2 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan disiarkan sc
langsung melalui Lernbaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta

2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I tid-
dapat disiarkan sscam lang$mg karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau dcba

terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik arau L€mb{r

Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I dapat disiato
ulang pada masa Kampanye.

4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I diselenggara&m

paling banyak 3 (tiga) kali pada nasa Kampanye.

5. Debat publik alau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka I dipandu oleh

moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempmyd

integritas tinggi, jujur, simpatilq dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon

6. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kabupaten.

7. KPU Kabupaten dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbaras.

8. KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyatrdang disabilitas dalarn penyelenggaraau

debat publik atau debat terbuka

9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalm

rangka:

a meningkatkankesejalrteraan masyarakat;

b. memajukan daerah;

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d. menyelesaikanpersoalandaerah;

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daeratr kabupaten dan provinsi dengao

nasional; dan

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan t*at
penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dim*- ;|
angka 9.

I l. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik er -l
terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputumn KPU Kabupatc0 lthl
berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

!

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



B. PENYEBARANBAHANKAMPANYE

l. KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode Bahan Karyqe
sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf b.

2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I meliputi: r

a. selebaran (flyer) paiing besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;

b. brosur (eaJle) paling besar ukuran posisi terbuka 2l cm x 29,7 cm, posisi t€rlif
27 cmx l0 cm;

c. pamflet pating besar ukuran 2l cmx29,7 cm.; dan/atau

3. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dm

dibiayai oleh Pasangan Calon danlatau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah

ditentukan oleh KPU Kabupaten.

4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat visi, misi,

progmm, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik

dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Baban

Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten.

6. KPU Kabupaten mencetak Batran Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang

disampaikan oleh Pasangan Calon danlatau Tim Karnpanye sebagaimana dimaksud pada

angka 5.

7. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 diutamakan

menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

8. KPU Kabupaten mencetak Batran Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6

paling banyak sejumlah kepala keiuarga di Kabupaten Blora untuk setiap Pasangan

Calon.

9. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan

informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Blora untuk menentukan jumlah Bahan

Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 8.

10. KPU Kabupaten menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8

kepada Penghubung Pasangan Calon rmtuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.

11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak BahI
Karnpanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud p-
angka 2, meliputi: 'r #
a. kaos; h

b. topi; *a 1.

c. mug;

d. kalender; r :*"
e. kartu namai * ,l

f. pin

I
l
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g. ballpoint; .e,E

h. payung; dan/atau .,;rr

i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.

12. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka I I huruf i dilarang ditempel di tempat umul'

meliputi:

a. tempat ibadah termasuk halaman; i

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

d. lembagapendidikan (gedung dan sekolah);

e. jalan-jalan protokol;

f. jalan bebas hambatan;

g. saralra dan prasarana publik; dan/atau

h. taman dan pepohonan.

13. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada anglra ll, apabila dikonversikan

dalam bentuk uang nilainya paling tinggr Rp 25.000,00 (dua puiuh lima ribu rupiah).

14. Penyebaran Batran Kampanye kepada umum dilalekan pada Kampanye pert€muan

terbatas, pertemuan tatap muka dan diaiog, dan/atau di tempat umum.

C. PEMASAI\IGAI\I ALAT PERAGA KAMPAI\TYE

l. KPU Kabupaten memfasiiitasi pembuatan dan pemasangan Aiat Peraga Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf c.

2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I meliputi:

a- bahholbitlboardlvideotron pahng besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima)

buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah

setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau

c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap

Pasangan Calon untuk setiap desa atau kelurahan'

3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat

dan dibiayai oleh pasangan Calon dan/atau Tim Karnpanye sesuai dengan ukuran yang

telah ditentr,rkan oleh KPU Kabupaten'

4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat visi, mi*

program, foto pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Flt

dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. pasangan Caton dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi seb88r-

dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten'

6. KpU Kabupaten membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dm mdtf

disampaikan oleh pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimal{tlh

angka 5.

t
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7. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 diffi
menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. dei

8. KPU Kabupaten memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada qb
2 di lokasi yang telah ditentukan.

9. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dr
perangkat desa atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peragr

Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten.

10. Lokasi pemasangan AIat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9,

dilarang berada di:

a. tempat ibadah termasuk halarnan;

b. rumatr sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung milik pemerintah; dan

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolatr).

11. Pemasangan Alat Peraga Karnpanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan

dengan mempertimbangkan etikq estetika, kebersihan dan keindatran kota atau kawasan

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i2. Pemasangan AIat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada tempat

yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat

tersebut.

13. KPU Kabupaten bekerjasarna dengan pemerintah kabupaten dan Kepolisian Negara

Repubiik lndonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.

14. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daeratr dan Panwas Kabupaten

membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (iga) hari sebeium hari dan

tanggal pemungutan $ura.

D. IKLAIY KAMPANYE DI MEDIA MASSA

1. I(PU Kabupaten memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada Bab II angka 2 huruf d pada:

a. media massa cetak;

b. media massa eiektronik, yaitu televisi, radio danlataumedia datam jaringn(online);

dan/atau

c. lembaga penyiaran;

dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. i
2. KPU Kabupaten menentukan dan menetapkan jumlatr penayangan dan uhrao -l

durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I unttrk setiap Pqf
Caion.

3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I dibuat dan dibiEdfr
Pasangan Caion danlatan Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yfll||h
ditentukan oleh KPU Kabupaten.

,

t

r
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4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat infiI
mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Caloru tanda gambar Partai Politik rF
Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan ry
Politik.

5. Materi Ikian Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:

a. tulisan;

b. suara;

c. gambar;

d. tulisan dan gambar; danlatat

e. suara dan gambar;

yang bersifat naratii grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat

diterima melalui perangkat penerima pesan.

6. Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten'

8. KpU Kabupaten menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan

oleh Pasangan Calon danlatatTim Kampanye sebagaimana dimaksud padaangkaT-

9. penayangan Ikian Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I dilaksanakan selama

14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

10. Jumiah penayangan Iklan Kampanye di teievisi mtuk setiap Pasangan Calon, pating

banyak kumulatif 10 (sepuluh) spo! berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk

setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada angka 9.

ii. Jumlah penayangan Ikian Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling

banyak l0 (sepuluh) spo! berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, unttrk setiap

stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan ikian Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 9.

12. Batas jumlatr pemyangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan

angka l l berlaku untuk semua jenis Iklan Karpanye'

i3. KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Karrpanye untuk setiap Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 setelah berkoordinasi dengan media mE

cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran'

14. KPU Kabupaten wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang smrl

berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sehS'I
yS
i;.fi

dimaksud pada aneka 13.

L

t
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i5. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang rncril_ ab
menayangkan Ikran Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyararo rir
mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang_undangan.

16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menenhhr
standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama rmhrk setiap pena)4aryr
Iklan Kampanye pasangan Calon yang difasilitasi oleh KpU Kabupaten.

17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklo
Kampanye komersial.

i8. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Ikran Kampanye layanaa
masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kari dalam sehari dengan durasi 60 (enm
puluh) detik.

19' Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka ls dapot
diproduksi sendiri oreh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pibak
lain.

20' Junlah waktu tayang Ikian Kampanye iayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
angka 18 tidak tennasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh Kpu
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka l0 dan angka I l.

Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas
sebagaimana

tertutup.

2. Peserta yang di,ndang disesuaikan densan kapasitas rurmgan yang ditentukan oleh
pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.

3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, t€mpar
kegiatan, nama pembicara, dan penanggrmg jawab.

4. Petugas Kampanye pertemum terbatas wajib menyampaikan pemberitah.an tertulis
kepada Kepoiisian Resort Blora" dengan tembusan disampaikan kepada KpU Kabupaten

dan Panwas Kabupaten.

5. Pernberitahuan sebagairnana dimnksud pada nngka 4 mencakup informasi:

a. hari;

b. tanggal;

c. waktu;

d. tempat;

e. narna pembicara;

f. j 'mlah pssgrta yang diundang; dan

g. penanggungjawab.

6. Petugas Kampanye pertemuan te6atas hanya dapar membawa atau menggunsL:

a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;

dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf a, di dalam ruangan atau gedung

a.'r

E. PERTEMUAIT TERBATAS

1. Pasangan Calon daniatau Tim
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b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang me4l&
Pasangan Calon; dan

c. umbul-umbul Pasangan Calon.

7- Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa t
menggunakan tanda gambar danlatau ahibut Pasangan Caion yang bersangkutan

f,.. PERTEMUAN TATAP MUKA DAI\I DIALOG

1. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye meiaksanakan pertemuan tatap muka dm
dialog sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf b secira interaktif.

2. Pertemuan tatap muka dan diaiog sebagaimana dimaksud pada angka I dapd

dilaksanakan di:

a. dalam nnngan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau

b. luar ruangan.

3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam numgan atau gedung

tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan

b. peserta dapat terdiri atas pesertapendukung dan tamu undangan.

4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar numgan sebagaimaoa

dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kur{ungan ke

ptrff, tempat tinggal wargq komunitas warga atau tempat umum lainnya.

5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Blora, dengan tembusan kepada KPU

Kabupaten dan Panwas Kabupaten.

6. Pemberitatruan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:

a. hari;

b. tanggal;

c. jam;

d. tempat kegiatan;

e. Tim Kampanye;

f. jumlatr peserta yang diundang; dan

g. penanggung jawab.

7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memaffmg Alat Pqf
Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

G. KEGIATAI\I LAIN

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebajt
dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf c dalam bentuk: 4'.

a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;

b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen rayq konser musik);
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c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai); .qrrrr..l
d. kegiatan sosial @azar, donor daratg perlombaaq hari ulang tahm); dan/atau

e. kampanye melalui media sosial

2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a dimulai pukul 09.00 YIIB -
berakhir paling larnbat pukul 18.00 wIB dengan menghormati hari dan waktu ibod{ I
lndonesia.

3. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di lapangu,

stadioq alun-alun atau tempat terbuka lainnya-

4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung ternpat sebagaimana rtimeksud

pada angka 3.

5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar,

simbol-simbol, panji, pataka" dan/atau bendera yang bukan tanda gambar arau afribut

lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan paling banyat I
(satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye ftrpat umum sebagaimane dimaksud

pada angka 2, angka 3, angka 4, an$a 5 dan angka 6 dengan menggunakan kendaram

bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberaagkatan dan kepulangannya

dilarang:

a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan

b. melanggar peraturan lalu lintas.

8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk I (satu)

orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.

9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 bertanggung jawab atas

kelancararl keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan

dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat

mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya

1 i . Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus mengikuti ketentuan:

a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional lndonesia atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dnn

c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik lndonesia dalam menjaga kaafi
dan keamanan Kampanye.

12. Pafiai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuo l;l
sebagaimana dimaksud pada anCka l0 kepada KPU Kabupaten sesuai .tI
tingkaunnya paling lambat I (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
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13. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka I huruf e thh
oleh Pasangan Calon dan/atatTim Kampanye.

14. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media rr-al
untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.

15. Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimnl+j
pada angka 14 kepada KPU Kabupaten sesuai tingkatannya paling lambat I (satu) hi
sebelum pelaksanaan Kampanye.

16. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15 menggunakn

formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:

a. KPU Kabupatena;

b. Panwas Kabupaten;

c. Kepolisian Resort Blora; dan

d. sebagai arsip Pasangan Caion.

17. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14,

angka 15 dan angka i6 dapat berupa:

a tulisan;

b. suara;

c. gambar;

d. tulisan dan gambar; dan/atau

e. suara dan gambar;

yang bersifat naratil grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat

diterima melalui perangkat penerima pesan.

18. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 17 sesuai dengan

undang-undang tentang P emilihan.

19. Pasangan Calon danlata:u Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial

paling lanrbat I (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB V

JADWAL WAKTU DAI\[ LOKASI KAMPAI{YE

l. Kampanye sebagaimana dimaksud Bab II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari

setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya mf
tenang.

2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka I berlangsung selama 3'(5)
hari sebelum hari dan unggal pemungutan suara.

3. pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon hg
melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

t-
I
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4' KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksttfr
Bab IV huruf G angka I huruf a,ntuk setiap pasangan calon.

5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di KabuIF
Blora.

6' Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditaapb
dengan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/als
Tim Kampanye.

7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umrtm

sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

paling lambat I (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada

Pemerintah Kabupaten, Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Blora.

8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Karnpanye

sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitatrukan secara tertulis kepada KpU
Kabupaten paling lambat I (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

9- KPU Kabupaten berdasarkan pemberitatruan sebagaimana dimaksud pada angka 8,

mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.

l0- Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan

oleh KPU Kabupaten.

11. KPU Kabupaten menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan

Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah

Kabupaten, Panwas Kabupaten dan Kepolisian Resort Blora.

BAB VI

PEMBERITAAI\I DAI\I PEI\TYIARAN KAMPAITYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetalg media

massa elekfronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka I bertujtran trntuk

menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.

3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan

dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi

kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peratwan perundang-undangan.

4. Selama masa tenang media massa cetak, elekronik dan lembaga penyiaran, dilq
menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah F
kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. ' ,

5.LembagaPenyiaranPublik,LembagaPenyiararrSwasta,danlembaga#1
berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara Uctf*
dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Karnpanye Pasangan Calon.
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6' Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilihan sebagai bentuk. l n
kepada masyarakat.

7' Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk r<ep",,5r
Kampanye Pasangan Calon.

8' Media massa cetalg media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediah
rubrik khusus unttrk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbat
kepada seluruh Pasangan Calon.

9' Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembagapenyiaran dalam bentuk siaran monolog;
a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;

b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau

c. jajakpendapat.

10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika
penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan
masyarakat melalui telepon, layanan pesan singka! surat elektronik, dan/atau faksimili.

12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi
Penyiaran Indonesia.

13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:

a. menjual pemblokiran segmen;

b. pemblokiran waktu untuk Kampanye;danlatau

c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan

sebagai Iklan Kampanye.

14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada

media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang

digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal

penerbitan media massa cetak, elekhonik dan jarn tayang pada lembaga penyiaran yang

digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan

Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Bab IV huruf D angka l.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan b€rimbaf

untuk pemuatao berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon. . , .:

18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pembfr
penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau medil n
cetak dan media massa elektronik. 5ri.{lf,rfi

19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud datacH
huruf D angka l5 dan angka 16, Bab VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, ang*a.la|b,

,
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13, angka 16, dan angka 17 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers merffi
sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indoneti t3
Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang penyiarf#
pers.

20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU

Kabupaten

BAB VII
KAMPAI\IYE PEMILIHAN OLEH PE.IABAT NEGARA

1. Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota"

pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajt'kan

izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dao Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikotq

pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalarn melaksanakan Kampanye wajib

memenuhi ketenfuan:

a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatanrrya;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Fasilitas negara sebagaimana dimasud pada angka 2 huruf a berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan

kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintatt

provinsi, milik pemerintah kabupaten, kecuali daeratr terpencil, yang pelaksanaannya

harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandiltelekomunikasi milik pemerintah provinsi

atau pemerintah kabupaten, dan peralatan lainnya.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara

sebagaimana dimaksud pada angka 3 htruf b yang disewakan kepada umum.

5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan

pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salatr satu Pasangan Cah

diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

6. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, bagi Gubemur danlH

Gubemgr diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalanali

atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil $th

diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pem*

dalam negeri.

L
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7- Izin cuti yang teiah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib dihitatfr#
Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.

8. Pejabat negarq pejabat aparatur sipii negara, dan kepala desa atau luratr dilarang n*
keputusan danlatan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paryn
Calon seiama masa Kampanye.

BAB YIII
PERANAI\I PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDOI\TESIA, DAI\ KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

l. Pemerintatr, pemerintah provinsi, pemerintatr kabupaten, perangkat kecamatan, dan

perangkat desa/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye

danlatau Petugas Kampanye daiam penggunaan fasilitas umum unruk penyampaian materi

Karnpanye.

2. Pemeriniah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan

perangkat desa atau kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia diiarang melakukan tindakan yang menguntturgkan atau merugikan salatr satu Tim

Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.

3. Kepolisian Resort Blora dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU

Kabupaten dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan

di wilayah atau tempat/lokasi ifumpanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan

Kampanye.

4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resort Blora sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU

Kabupaten memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan

kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

5. Kepolisian Resort Blora berwenang:

a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim

Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten, yang

mengatasnarnakan dawhtau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah

berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten;

b. mengubah rute perjaianan yang teiatr ditentukan, apabila pada saat keberangkatan

dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamananlketertiban h
lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB IX

LARANGAI\I DAI\[ SAI\iKSI

ry*ij
rttslF
.'o*it*
i-rA. LARANGAI\I

l. Dalam Karnpanye dilarang:

L
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a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undangrfis:

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, sukq ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan IhHl'
Bupati, dan/atauPartai Politik; .,1d

c. melakukan Kampanye berupa menghasu! memfitrah, mengadu domba Pard

Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan

kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil atih

kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten;

j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan

k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan

dijalan raya.

2. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang

melibatkan:

a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

b. aparatur sipil negar4 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota

Tentara Nasional Indonesia; dan/ atau

c. kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

3. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta

aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelun,

selama, dan sesudah masa Kampanye.

4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan,

senran atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit

kerjanya anggota keluarg4 dan masyarakat.

5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Baha

Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B

angka 11.

6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat flil,

Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan. r-

7. Pasangan Calon dan/atau Tim Karnpanye dilarang memasang Iklan Kampanye {fi Eldill

massa cetak dan media massa elektronik.

L
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8. Pasangao Calon danlatau Tim Kampanye diiarang menjanjikan danlatau mgdtr
uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.

B. SAI\IKSI 
:,. .i

l. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dim*rt
daiam Huruf A angka I huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai th}
pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Huruf A angka I hurufj sampai dengan huruf k dikenai sanksi:

a. peringatan tertuiis walaupun belum menimbuikan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu

daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi

menyebar ke daerah Pemilihan lain.

3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Karnpanye sebagaimanr

dimaksud dalam Huruf A angka 5 dikenai sanksi:

a. peringatantertulis;

b. perintatr penarikan Bahan Kampanye yang telatr disebarkan.

4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b

diserahkan kepada KPU Kabupaten.

5. Peianggaran atas larangan ketetrtuan pemas€mgan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 6 dikenai sanksi:

a. peringatantertulis;

b. perintatr penuruum Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x24 (satu kali dua pultrh

empat) jam.

6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 5, Panwas Kabupaten, danlatav Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan

Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

7. Peianggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Huruf A angka 7 dikenai sanksi:

a. peringatantertulis;

b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

8. Apabila Pasangan Caion tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yaa

bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Caion.

9. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dI
Huruf A angka 8, berdasarkan putusan pengadilan yang telah HF
hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Xt*e
dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. .. . ,,r.
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10. Tim Karnpanye yang terbukti melalnrkan pelanggaraan sebagaimana rlimrksr{ lf
Huruf A angka 8, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangr

11. Pasangan CalorU Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye ,q
melakukan pelanggaran pidana dalam melalrukan Kampanye dikenaken sanksi pi(b
berdasar*an peraturan perundang-undangan.

C. MEKAITISME PEI\TYELESAIAN DUGAAI\I PELAI\TGGARAN KAMPAIYYE

1. Pemilih, pemantau Pemiliha4 dan/atan peserta Pemilihan dapat melaporkan dugao

adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.

2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka I dapat disampaikan

kepada:

a KPU Kabupaten, PPIL dan PPS; atau

b. Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatarl dan Panitia Pengawas Lapangan.

3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten, PPK dan PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit

m€muat:

a- nama dan alamat pelapor;

b. nama dan alamat terlapor;

c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. uraian kejadian.

4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri

fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.

5. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umun tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

6. KPU Kabupaten, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupateo,

Panwas Kecamatarl dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran

sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurufb.

7. KPU Kabupaten" PPK dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten,

Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka

6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan l(66isi psmilihan Umum tentang

Penyelesaian Pelanggaran Adminishasi Pemilihan Umum.

8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kabupateq PPK de
PPS menerbitkan keputusan tentatrg pemberian sanksi kepada Pasangan Calo4 Pehrgr

Kampanye dan/atau Tim Kampanye. ,,.. l.

9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disa4fr
kepada: . ,.,irr- 1

a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;

b. Kepolisian Resort Blora;
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c. Panwas Kabupaten, Panwas Kecarnatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dr
d. sebagai arsip KPU Kabupaten, PPK, dan PPS.

;r'

BAB X

KETENTUAI\I LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU

Kabupaten didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentanS

pengadaan barangljasa pemerintah.

2. Jenis fomrulir yang digrrnakan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB XI

PEITUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, Petugas Kampanye,

KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Panwas Kecarnatan, Pengawas Pemilu Lapangan,

Pemantaq Pemerintah Kabupaten Bior4 Kepoiisian Resort Biora, dan Poisek di Kabupaten Blora

serta masyarakat dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRET PEMILIHAN UMUM
BLORA

Hukum

ttd

L

L

F d))
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I. ryluu.trL ttLl-(wI\

2. MODEL BC2-KWK

3. MODEL BC3-KWK

4. MODEL BC4.KWK

saiinan sesuai dengan asiinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Bagran Hui<um

LAlviPiRAii ii
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN T.IIf,.'M
TZ   NTTN A TFIT NT NN  A-fIIrUrA l -tr 1\ -Eil-Lrrl/l
NOMOR 46lKpts/KPU-Kab-012329367t 1,
TENTANG PEDOMAN KAMPANYE DALAM
PEiviii.iiirri.i BiiPATi DAi.i WAiilL BIiPATI
BLORA TAHUN 2OI5

j..iAlviA Tilvi i(AIviP^,\i\iYE DAj\i PE}\IGHUBLING

PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

t'UTAII .t'LUI(A

NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI

DAN WAifiL BiiPATi BLORA

NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPA}.]-YE

PEiv{ii,iiiAr\ Bi.iPATi DAi\i WAiUL BiiPATi BLORA

NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN

iiNTiiK PEiviiLiHAN BiiPATi DAN WAiiiL BiiPATi

BLORA

iiBT-IiA KOffiiSi PEffiiLIIiAIi -riffirM

KABUPATEIT BI,ORA,

ATi. IFiTT

FORiviULiR iirrivfPrri.i'yE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2OI5

A

a

ttd

t
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i MopEL BCtr{UI:

NAMA TIM KAIVIPAT{}T

PEIVtrLIHAN BUPATI DAI\[ WAKIL BT]PATI BLORA

. rl

Nama Pasangan Calon

L

Bersama ini menyampaikan :

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu :

1. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaarvjabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaadjabatan

3. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaarvjabatan

B. NamaPenghubung Pasangan Calon, yaitu :

Nama Lengkap

Alamat

Pekerjaar/jabatan

Demikian untuk menjadi maklum.

untuk Calon;

BLORA, 2015

a

:
t-

l

:

t
1. I
2.1
3. I
4.1

(satu) rangkap
(satu) rangkaP
(satu) rangkaP
(satu) rangkap

untuk KPU
untuk Panwas
untuk Polres Blora.

Blora;
Blora;

Catatan:
Jr*trh "*ta 

Tim Kampanp dapat disesuaikan'
C

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



I

l,

FIODEL BC2.I(WX

NAMA PETUGAS KAMPAIiYE

PEMILIHAN BUPATI DAII WAKIL BUPATI BLORA

a

Narna Pasangan Calon

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

i. Namaiengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

-a. Namalengkap

Alamat

Pekerjaadjabatan

Dsmikian untuk menjadi maklum.

BLORA,

Tembusan disamoaikan kepada:

20r5

l. 1 (satu) rangkap untuk
2. I (satu) rangkap untuk
3. I (satu) rangkap untuk
4. 1 (satu) rangkap untuk

Calon;
KPU Blora;
Panwas Blora;
Polres Blora.

Catatan:
J&'nlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

r

t

L

t
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MODELBC}KIB

NAMA ORANG-SEORANGiRELAWAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan Orang-Seorang/Relawan yang melakukan kegiatan Kampanye

Pasangan Calon tersebul Yaitu :

I. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaar/jabatan

3. Nama lengkap

Alamat

Peke{ aanljabatan

Demikian untuk menjadi maklum.

BLORA,

,

.1 rangkap untuk Pasangan Calon;
rangkap untuk KPU Kabupaten Bl
rangkap untuk Panwas Kabupaten
rangkap untuk Polres Blora.

)
3.
4.

1

1

1

ora;
Blora;

Cetatan:
Jumlah nama Orang-Seorang/Relawan dapat disesuaikan.

t

L

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten

20r5

(satu)
(satu)
(satu)
(satu)
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MODEL BC+KTf,f,

L

'
t

PENDAFTARAI{ AKUN MEDIA SOSIAL

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

NamaPasangan Calon : """

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten :

Bersama ini menyampaikan Penrgas Kampanye

)

1 Jenis Alo,rn Sosial Media

Alamat

Jenis Akun Sosial Media

Pasangan Calon tersebut' Yaitu :

Alamat

J Jenis Akun Sosial Media

Alamat

Demikian urrttlk menjadi maklum'

untuk

BLORA,
Yang mengajukan'

2015
a

1 1

2.1
3. I
4.1

(satu)
(satu)
(satul
(satu)

ranglraP
rangkap
rangkaP
rangkaP

untuk
untuk
untuk Polres Blora

Catatan:
Jumlatr akun medta social dapatdisesuaikan'

r
t

a

I

!

a

Y

L

I I

KPU
Panwas

Calon;
Blora;

Blora;
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